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ABSTRAK 

 
NU (Nahdlatul Ulama) berperan penting dalam berbagai kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dalam ranah politik, NU pernah menjadi sebuah partai 
besar yang disegani. Akhirnya ia memilih keluar dari lingkaran percaturan politik 
praktis melalui khittah NU 1926 yang diputuskan melalui Musyawarah Nasional 
Alim Ulama NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, 
Jawa Timur pada  pada tanggal 13-16 Rabi'ul Awwal 1404 H/18-21 Desember 
1983 M.  

Sejak saat itu NU dan politik terpisah secara praktis. Namun demikian tidak 
dengan serta merta melepas para kader-kadernya untuk tidak terjun di panggung 
politik. Saat ini telah banyak kader NU menduduki posisi penting baik di 
pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat. Hal tersebut tentunya tidak lepas 
dari background rumah asal mereka sebagai golongan nahdliyin.  

Begitupula yang terjadi di daerah Kabupaten Sumenep. Sejak pemilihan 
umum secara langsung tidak sedikit kader NU duduk di pemerintahan lokal 
sebagai DPRD ataupun kepala pemerintahan daerah (bupati). Yang menjadi 
persoalan utama disini ialah tidak hanya mereka yang menang merebut kuasa, 
namun lebih pada bagaimana pengaruh elit lokal  NU dalam dinamika Pemilukada 
di Kabupaten Sumenep terutama pada tahun 2010.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang 
memfokuskan diri pada perhatian dengan berbagai metode mencakup pendekatan 
interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Sedangkan lokasi 
penelitian ialah di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sasaran penelitian 
masyarakat Sumenep dan elit NU Kabupaten Sumenep. Waktu penelitian 
berlangsung selama satu bulan penelitian termasuk prelimenary research. 

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa rangkaian kesinambungan antara 
elit NU yang berkiprah di panggung politik praktis dan mereka yang berada di 
belakang panggung. Selain itu pertarungan beberapa calon kepala pemerintahan 
yang nota bene adalah rata-rata sebagai warga nahdliyin tidak menjadikan 
pengaruh atau restu kiai sebagai alasan utama pemilih pada pemilukada tahun 
2010 memilih calon yang dikehendaki.  
 
Keywords: NU, Pemilukada, Pengaruh, Kiai, Sumenep 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Nahdhatul Ulama1 didirikan di Surabaya pada tahun 1926 dengan 

Khittah 1926 sebagai pijakan gerakannya. Memiliki jaringan struktur 

kelembagaan organisasi mulai dari pusat sampai desa. Pada awal berdirinya 

NU adalah organisasi sosial keagamaan bukan partai atau organisasi politik. 

Walaupun bukan partai politik, NU dan politik sulit dipisahkan, karena dari 

kelahirannya saja NU muncul sebagai bagian dari dinamika politik nasional 

dan internasional kala itu (1926). Yaitu sebagai gerakan penggalangan 

nasionalisme di tengah iklim kolonial. 

Namun demikian, NU sejak kelahirannya tidak memposisikan diri 

sebagai partai politik, melainkan sebagai organisasi sosial keagamaan. NU 

lebih menjadi kekuatan politik kebangsaan daripada politik praktis.2 

Walaupun  dalam perjalanannya NU sempat juga menjadi Partai Politik yakni 

pada tahun 1952 setelah menyatakan keluar dari Masyumi dan mendirikan 

Partai NU.  Dan sempat juga bergabung dengan Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 akibat kebijakan pemerintahan orde 

baru yang menyatukan partai-partai Islam dalam satu partai, yakni PPP. 

Tetapi hal itu tidak berlangsung lama sampai pada muktamar ke- 27 tahun 

1984 di Situbondo yang salah satu keputusannya adalah mengembalikan NU 

                                                 
1 Untuk selanjutnya disingkat menjadi NU seperti sebutan yang populer dalam masyarakat. 
2 Lihat KOMPAS edisi Jumat, 19 Maret 2010. 
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kepada khittah 1926  yang berarti menarik NU dari segala bentuk kegiatan 

politik praktis. 

Di samping faktor itu ada alasan lain yang menyebabkan NU sangat 

dekat dengan politik, NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia 

dengan jumlah pengikut  45  juta jiwa.3 Indonesia adalah negara muslim 

terbesar di dunia dari segi jumlah penduduknya (87 % dari 250 juta 

penduduk).4 Tidak heran, dengan jumlah pengikut sebanyak itu di setiap 

menjelang pemilu, NU bagai madu di taman yang siap dihisap oleh para 

kumbang. NU seperti rumah besar yang menyediakan banyak madu. 

Kunjungan Capres dan Cawapres tidak sekadar silaturrahmi, tetapi sekaligus 

ajang “tawar menawar” politik, baik untuk jabatan menteri, dirjen, irjen, 

maupun yang lainnya. Terlebih lagi warga NU itu dikenal ramah, terbuka, 

toleran, mudah memaafkan, dan mudah diarahkan oleh tokoh lokal.5 

Pada pemilu presiden tahun 2009 lalu, tepatnya di Jawa Timur, 

pengurus wilayah NU Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan berupa 

edaran ke seluruh cabang-cabang di seluruh wilayah tersebut untuk 

mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres yaitu Jusuf Kalla dan 

Wiranto. Dalam hal ini, NU sudah terlibat dalam politik praktis yang tentunya 

bertolak belakang dengan semangat khittah NU 1926 yang menyatakan NU 

                                                 
3 Lihat KOMPAS edisi  Jumat,  16 April 2010. 
4 Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara: pencarian Isi, Bentuk, dan Makna, (Yogyakarta: 

LkiS, 1999), hlm. xi. 
5 Ahmad Nurhasim dan Nur Kholik Ridwan, Demoralisasi Khittah NU dan pembaruan, 

(Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa,2004), hlm. xi. 
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sebagai jamiiyah secara organisatoris  tidak terikat dengan organisas politik 

dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.6 

Fenomena dukung-mendukung salah satu calon bukan hanya pada 

pemilu presiden dan legislatif tapi juga pada Pemilukada baik di tingkat 

propinsi maupun kabupaten/kota, seperti halnya di salah satu kabupaten 

paling ujung timur di pulau Madura yaitu Sumenep yang penduduknya 

berjumlah 1.136.000 jiwa.7 

Dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan NU menjadi 

organisasi Islam terbesar di kabupaten Sumenep. Ini terlihat dari tradisi-

tradisi keagamaan yang ada di sana dan adanya struktur kepengurusan NU 

mulai dari tingkat cabang (kabupaten) sampai dengan tingkat ranting (desa). 

Keberadaan NU menjadi “taman yang banyak madunya” bagi para calon 

bupati. Ini bisa dibuktikan dengan terpilihnya KH. Ramdan Siradj yang nota 

bene dari  kalangan nahdhiyyin sebagai Bupati Sumenep dua periode 

berturut-turut mulai 2000-2005 sampai 2005-2010.8 Begitu juga dengan 

perolehan kursi legislatif, partai-partai yang punya hubungan historis dan 

kultural dengan NU mendominasi perolehan kursi, seperti Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB), dan PPP. Keduanya mendominasi kursi di parlemen pada tiga 

kali kontestasi Pemilu setelah tumbangnya rezim Orde Baru (Pemilu 

                                                 
6 Teks khittah NU hasil muktamar NU ke- 27 di Situbondo, coba lihat selengkapnya dalam 

Ahmad Nurhasim, dan Nur Kholik Ridwan. Demoralisasi Khittah NU dan pembaruan. 
(Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004), hal. 175. 

7http://www.sumenep.go.id/berita_c.php?pid=11234, diakses pada 20 Maret 2011, jam 20:03.  
8 Nahdliyin adalah penyebutan untuk warga NU, lihat Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara: 

pencarian Isi, Bentuk, dan Makna, (Yogyakarta: LkiS, 1999). 
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1999,2004 dan 2009).9 Fakta tersebut membuktikan kuatnya pengaruh NU 

dalam percaturan perpolitikan di Sumenep baik dalam perebutan kursi DPRD 

maupun dalam momentum Pemilukada. 

Kuatnya pengaruh NU tidak bisa dilepaskan dari peran para elitenya, 

yaitu kiai.10 Kiai dalam masyarakat Madura sangat vital perannya dalam 

pelbagai sendi kehidupan. Ini bisa dilihat dari ajaran yang selama ini 

dipegang teguh orang Madura,  yang berbunyi bhuppa’, bhabbhu, ghuru, rato 

(bapak, ibu, guru/kiai, dan raja/pemerintah) . Dalam ajaran tersebut ketaatan 

ada klasifikasinya. Ketaatan kepada orang tua (bapak/ibu) menjadi ketaatan 

yang paling tinggi yang harus dijunjung. Disusul ketaaan kepada kiai baru 

kemudian kepada pemerintah.  Posisi kiai mendapat posisi yang terhormat 

lebih tinggi derajatnya dari pemerintah. 

Kiai selalu menjadi rujukan masyarakat Madura dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan hidupnya. Tidak hanya pada wilayah sosial 

keagamaan saja akan tetapi juga persoalan-persoalan yang sebenarnya 

“bukan” keahliannya seperti persoalan-persoalan ekonomi dan politik.11 Posisi 

istemewa ini didapat berkat “kharisma” yang melekat pada sosok kiai. Kiai 

                                                 
9 Pada Pemilu 1999 PKB mendapat 25 kursi, Sementara PPP mendapat 4 kursi.Pemilu 2004 

PKB 20  kursi.PPP mendapat 7 kursi. Dan pada Pemilu 2009 PKB 11kursi,PPP 7 kursi dan Partai 
baru yang juga punya hubungan kultur dengaan NU yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama 
(PKNU)  mendapat 4 kursi dari total 50 kursi yang diperebutkan. Untuk lebih jelasnya lihat 
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemilu/2)%20Pemilu
%20tahun%201999/Pemilu%201999.pdf, diakses pada 20 Maret 2011, jam 20: 45. 

10 Kiai merupakan sebutan untuk para Pengasuh Pesantren di Madura, lihat Ahmad Rozaki, 
Menabur Kharisma Menuai Kuasa,  (Yogyakarta: Pustaka Marwah, 2004),  39-73. 

11 Untuk lebih jelasnya baca skripsi Ahmad Chufron Sirodj yang berjudul  Peran dan Posisi 
Kiai di Tengah Masyarakat Madura, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Usuluddin 
Jurusan Perbandingan Agama 2008). 
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dianggap mempunyai kekuatan supra natural yang tidak dimiliki sembarang 

orang.12 

Kharisma itu didapatkan berkat dua dimensi yang dipunyainya. 

Pertama, kharisma yang diperoleh secara given seperti, adanya ikatan 

genealogis dengan kiai kharismatik sebelumnya, tubuh yang besar serta suara 

yang keras. Kedua, melalui proses perekayasaan. Dalam arti melalui 

kemampuan dalam penguasaan terhadap pengetahuan keagamaan disertai 

moralitas dan kepribadian yang shaleh, dan kesetiaan untuk berbagi kepada  

sesama.13 

Melalui kharisma yang melekat padanya,  kiai menjadi imam tidak 

hanya pada urusan-urusan ubudiyyah tetapi juga pada urusan-urusan politik. 

Sangat gampang ditemui menjelang even-even politik seperti pemilihan 

legislatif dan Pemilukada, banyak calon memerlukan sowan, dan memohon 

restu politik kepada para kiai yang diangap mempunyai kharisma untuk 

melegitimasi dia sebagai calon yang pantas untuk dipilih. 

Dari kharisma kiai inilah, NU dengan mudah memobilisasi massa 

untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Ini menjadi semacam social 

capital dalam memperkuat pengaruh dan otoritasnya di tengah masyarakat. 

Jadi tidak heran kalau KH. Ramdan Siraj dengan “mudah”  mengais suara 

pada dua kali kontestasi PEMILUKADA yang dimenanginya. 

                                                 
12 Max Weber, Sosiologi, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2006), hlm. 292-

301. 
13 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa,  (Yogyakarta: Pustaka Marwah, 2004), 

hlm. 87-97. 
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Bahkan pada Pemilukada pada Juni 2010 lalu. Dari sekian calon 

bupati dan wakil bupati yang bersaing pada akhirnya kemenangan diperoleh 

oleh politisi sekaligus kiai, yakni K.H. Abuya Busyro Karim, M.Si 

berpasangan dengan Ir. Sungkono Sidik. Banyaknya calon bupati dan 

wakilnya yang berasal “dari” NU menandai persaingan yang kuat untuk 

berebut kantong suara yang berasal dari kaum nahdiyyin. Setidaknya lima 

pasangan  dari delapan calon bupati dan wakilnya pada 2010 lalu merupakan 

kader-kader NU. Ini bisa dilihat dari jejak rekam karier masing-masing calon 

yang pernah ataupun yang  masih aktif dalam  kepengurusan NU seperti salah 

satu calon Bupati  yang berangkat dari jalur independen yakni KH. Ilyasi 

Siraj yang  pernah menjabat sebagai ketua umum Pengurus Cabang NU 

(PCNU) Sumenep periode 2000- 2005.14 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, setidaknya penulis dapat merumuskan 

masalah untuk penelitian lebih lanjut. Masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah:  

• Bagaimanakah pengaruh elit lokal  NU dalam dinamika        Pemilukada 

di Kabupaten Sumenep tahun 2010?  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam tentang fenomena sosial  

politik yang muncul  berkaitan dengan otoritas keagamaan. Dalam hal ini 

adalah berkenaan dengan proses Pemilukada di Kabupaten Sumenep tahun 
                                                 

14Untuk profil lengkap pasangan calon Bupati dan wakilnya lihat 
http://www.smpn1.sumenep.go.id/mainx.php?smnp=Z289YmVyaXRhJnhrZD0xMTE5NA%3D%
3D, diakses pada 20 Maret 2011, jam 20: 21. 



7 
 

2010, yang secara tidak langsung melibatkan NU sebagai organisasi 

keagamaan  dalam prosesnya. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan: 

• Menjadi sumbangan bagi khazanah pemikiran bagi warga   Sumenep 

dalam pemahaman mengenai Pemilukada. 

• Secara praksis akan bermanfaat sebagai masukan agar dapat digunakan 

untuk pertimbangan oleh para pakar, dan para elite politik lokal dalam 

mengambil kebijakan. 

• Untuk dimanfaatkan dalam kajian-kajian yang lebih spesifik dan belum 

terungkap dalam penelitian serupa. 

• Secara teoritis dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam kajian 

pengetahuan khususnya Sosiologi (Politik). 

E. Tinjauan Pustaka 

Sudah banyak kajian ataupun penelitian yang kita temui berkaitan 

dengan NU dalam hubungannya dengan sosial budaya, keagamaan ataupun 

dengan politik baik yang berupa buku, skripsi, tesis, majalah, jurnal, dan lain 

sebagainya. Sebagaimana disebutkan Andree Feillard bahwa penelitian 

mengenai NU mulai dilakukan secara sungguh-sungguh sejak tahun 1971 

dengan penelitian Kenward, lalu Misuo Nakamura (1981 dan seterusnya), 
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Sydney Jones (1984), Martin van Bruinessen (1994), dan terkahir Greg 

Fealy.15  

Penelitian mengenai NU yang paling dekat dengan persoalan politik 

misalnya penelitian yang ditulis oleh Andree Feillard yang berjudul “NU vis a 

vis Negara.” Buku ini menganalisis interaksi umat Islam khususnya NU 

dengan negara mulai dari masa kolonial sampai dengan tumbangnya rezim 

orde baru, rivalitas elite abangan terhadap santri, dan hubungan NU dengan 

wacana-wacana kebangsaan pada waktu itu.16 Sebagaimana menjadi titik 

tekanan dalam penelitiannya adalah berusaha memperjelas alasan-alasan yang 

menyebabkan perubahan arah politik bersejarah tahun 1984 dan mengukur 

dampaknya pada tahun-tahun berikutnya. 

Bagi mereka yang memahami politik keagamaan seputar rivalitas elit 

abangan terhadap santri atau dalam bahasanya Andree politik keagamaan 

konvensional buku tersebut secara tidak langsung memberikan argumen 

pandangan yang kuat dengan menunjukkan sikap tanggap semua pelaku 

drama sosial tersebut, terhadap peristiwa baru yang kadang-kadang tidak 

terantisipasil. Selain itu Andree dalam bukunya tersebut secara tidak langsung 

membongkar sejumlah stereotipe Islam tradisionalis, dengan menunjukkan 

komitmen yang mendalam kelompok Islam tradisionalis terhadap nilai-nilai 

kebangsaaan, keterbukaan mereka terhadap pembaruan sosial dan pendidikan, 

                                                 
15 Andree Feillard, NU vis-a-vis NEGARA; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, (Yogyakarta: 

LKiS),  hlm. Xii. 
16 Ibid,  hlm. 196-197. 
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serta mendalamnya dialog dengan kebudayaan lokal, setidaknya di Jawa 

sebagai objek penelitiannya. 

Secara umum penelitian Andree tersebut menganalisis perubahan NU 

dari masa ke masa sesuai dengan sepak terjangnya yang bersinggungan 

dengan dunia politik praksis. Misalnya ia melacak perkembangan NU sejak 

awal berdirinya tahun 1926 hingga tahun 1965. sebagai mantan jurnalis yang 

tinggal di Indonesia selama tujuh belas tahun secara tidak langsung ia begitu 

memahami pola sosial masyarakat Indonesia secara umum. 

Penelitian yang hampir sama dengan penelitian Andree ialah 

penelitian yang ditulis oleh Greg Fealy yang berjudul “Ijtihad Politik Ulama 

Sejarah NU 1952-1967.” Buku  yang diterbitkan oleh LkiS Yogyakarta pada 

tahun 2003 itu berisi analisis tentang sejarah politik NU selama lima belas 

tahun mulai tahun 1952 sampai dengan 1967. Mengenai peran dan prestasi 

NU dalam rentang waktu dimana terjadi yang namanya pemberontakan 

daerah dan peralihan dari sistem Parlementer ke sistem Demokrasi 

Terpimpin. Kemerosotan ekonomi, dan meningkatnya konflik sosial 

menghantarkan pada percobaan kudeta pada 1965, yang diikuti dengan 

pembantaian dan penahanan massal, yang berujung pada pencopotan 

Soekarno dari jabatan presiden yang kemudian digantikan oleh rezim baru 

Orde Baru yang dipimpin Soeharto. 

Greg Fealy dalam penelitiannya tersebut secara kasat mata hendak 

menunjukkan suatu kelebihan NU pada para pembacanya. Secara sederhana 

ia berkesimpulan bahwa NU tidaklah seperti pandangan orang kebanyakan 
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yang cenderung negatif. Seakan-akan ia hendak menepis tanggapan miring 

bahwa NU oportunis dan tidak berprinsip. Karena sikap NU, seperti dalam 

temuannya di lapangan, selalu konsisten berpegang pada ideologi politik 

keagamaan yang sudah lama dianutnya, yaitu menyandarkan diri pada fiqh 

Sunni klasik. NU secara kultural meletakkan prioritas tertinggi pada 

perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya (jamiyyah). Oleh 

karena itu tidak jarang para elit NU selalu bersikap hati-hati, luews, dan 

memilih jalan tengah (moderat) dalam mengambil sikap apapun termasuk 

jalan politik praksis. Sebab dalam qonun (undang-undang) NU yang 

dirumuskan oleh K.H. Hasyim Asy’ari selalu mengacu pada pencapaian 

kemaslahatan (maslahat) dan menjauhi segala kerugian dan kerusakan 

(mafsadah). 

Ketiga, buku yang berjudul “Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia 

Pendekatan Fikih dalam Politik,” yang ditulis oleh M. Ali Haidar pada 1998. 

Buku terbitan Gramedia ini menjelaskan latar belakang pergulatan NU dalam 

pentas politik nasional. Dengan latar belakang dan visi keulamaannya, NU 

menyikapi masalah yang dihadapi juga menggunakan idiom-idiom 

keagamaan, khususnya kaidah-kaidah fikih yang memberi kelenturan 

interpretasi. Oleh karena itu kadang-kadang sikap NU dan ulamanya bagi 

sebagian orang sering tidak terduga bahkan dianggap ambivalen dan 

opurtunis.  

Melalui pendekatan ushul fiqh Haidar menjelaskan tentang pola 

hubungan NU dengan segala problem kebangsaan. Ia mencoba 
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mengungkapkan dinamika dan perubahan yang terjadi di dalam NU dan 

bagaimana refleksinya dengan tradisi pemikiran fikih. Sebab sudah menjadi 

rahasia umum di kalangan nahdliyin bahwa NU tidak bisa dilepaskan dari 

tradisi pemikiran fikih baik kerangka teoritis (ushul al-fiqh) maupun kaidah-

kaidah fikih (al-qawa ’id al-fiqhiyyah). Analisi dengan kerangka pemikiran 

tersebut ia hendak memahami sejauh mana rekonstruksi pola perubahan dan 

dinamika NU menghadapi tantangan problematik sosio-kultural dan politik 

kebangsaan.  

Dalam melihat realitas sosio politik dan sepak terjang kaum elite NU, 

Haidar memberi garis besar dengan konteks kaidah-kaidah fikih (al-qawa ’id 

al-fiqhiyyah). Misalnya kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh  yang 

mempunyai makna kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh 

tidak boleh ditinggalkan semuanya (bagian-bagian terpenting yang telah 

berhasil diwujudkan). Kedua, ialah dar al-mafasid muqaddam ala jalbal 

masalih, artinya mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan 

daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko lebih besar. 

Ketiga, ialah memilih bahaya yang paling ringan akibatnya menurut kaidah 

iza ta’arada mafsadatani ru’iya a’zamuha dararan bi irtika bi akhaffihima. 

Artinya apabila terjadi kemungkinan komplikasi bahaya maka 

dipertimbangkan bahaya yang paling besar resikonya dengan melaksanakan 

yang paling kecil resikonya. Kaidah ini berkaitan dengan kaidah kedua 

mendahulukan upaya preventif menghindari bahaya daripada melaksanakan 

kemaslahatan yang beresiko lebih tinggi. Dan kaidah umum yang sering 
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dipakai oleh NU sebagai pembenaran terhadap tindakannya ialah al-hukmu 

yaduru ma’a illatihi wujudan wa’adaman, yaitu hukum tergantung kepada 

illat-nya. 17 

Keempat, skripsi yang yang ditulis oleh Abdul Waris yang berjudul 

Peran Politik Kiai dalam Pilkada di  Kabupaten Jember Tahun 2005. Skripsi 

tersebut membahas tentang fenomena politik ulama (kiai) di Kabupaten 

Jember tahun 2005. Masyarakat Jember  yang bercorak relejius, kehidupan 

yang homogen-desa-haus akan petuah dan nasehat dari ulama. Terutama dari 

ulama berkharisma. Kharisma yang dimiliki ulama inilah yang dijadikan 

sebagi jembatan untuk dapat menggandeng masyarakat untuk 

menggandengnya. Antusiasme ulama dalam menjunjung tinggi demokrasi 

dimanifestasikan dalam arena politik lokal seperti pemilihan kepala daerah 

pada tahun 2005. Seiring dengan itu semua, tentunya juga mempunyai tujuan 

yang mulia yakni ingin memajukan Jember sebagai kabupaten yang maju dan 

makmur. Kharisma ulama sering dijadikan jembatan oleh elit-elit lokal untuk 

menuai hasil suara yang akan dicapai dalam Pemilukada. 

Kelima, buku Abdur Rozaki yang berjudul ”Menabur Kharisma 

Menuai Kuasa Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura.” 

Buku yang diterbitkan oleh Pustaka Marwa Yogyakarta pada tahun 2004 

tersebut mengangkat fenomena relasi kuasa antara kiai di satu sisi dengan 

                                                 
17 M. Ali Haidar, Nadatul Ulama dan Islam di Indonesia, (Jakarta: Gramadia, 1998). Hlm: 

319-323. 
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blater di sisi yang lain.18  Dimana keduanya berbagi peran dan fungsinya 

dalam kehidupan masyarakat Madura yang terkenal agamis. 

Disebabkan antar keduanya (kiai dan blater) sama-sama memiliki 
motifasi membangun kekuatan kultural dan ekonomi politik di tengah 
masyarakat. Dalam konteks ini, bangunan relasi keduanya saling 
bersimbiosis untuk sedapat mungkin saling mengakomodasi, 
memilihara harmoni, sekalipun disertai pula dengan kompetisi 
bahkan konflik kepentingan sebagaimana layaknya logika kekuasaan 
yang penuh dengan intrik dan persaingan untuk saling menjatuhkan 
lawan.19 

 
Mengamati beberapa kasus relasi kekuasaan kiai dengan blater dalam 

buku karya Rozaki tersebut ditemukan beberapa point bahwa keduanya antara 

kiai sebagai posisi tokoh kultural-spiritual dan blater sebagai kultural 

memegang peran penting dalam hubungan relasi kemanusiaan di Madura. 

Seperti diungkapkan oleh Rozaki bahwa relasi kekuasaan kiai dengan blater 

berlangsung dengan rumit dan kompleks.  

Dalam penelitian ini ialah hendak mengungkap keterlibatan elit politik 

lokal di Kabupaten Sumenep pada Pemilukada tahun 2010 lalu. Dari berbagai 

referensi yang disebutkan di atas fokus pembahasan skripsi ini adalah pada 

peran elite NU dalam perpolitikan lokal di kabupaten Sumenep, serta faktor-

faktor kharisma yang selama ini menjadi social capital bagi NU dalam 

menjaring suara bagi pasangan tertentu. Serta berupaya ’menguliti’ sejauh 

mana kharisma NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di kabupaten 

Sumenep di tengah arus opurtunisme dan pragmatisme dalam perpolitikan 

nasional. 
                                                 

18 Blater adalah sebutan untuk para jagoan di  Madura, seperti yang diungkapkan Abdur 
Rozaki dalam bukunya Menabur Kharisma Menuai Kharima Kiprah Kiai dan Blater Sebagai 
Rezim Kembar di Madura, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm.57-58. 

19 Ibid. Hlm.172 
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F. Landasan Teoritik 

Untuk menganalisis posisi dan peran elite NU dalam perpolitikan di 

kabupaten Sumenep, bisa ditinjau lewat teori fungsionalisme strukturalnya 

Robert  K Merton. Merton membahas hubungan antara kultur, srtuktur, dan 

anomie. Kultur adalah sebagai seperangkat nilai normatif yang terorganisir, 

yang menentukan perilaku bersama anggota  masyarakat  atau anggota 

kelompok.20 Dalam NU dikenal yang namanya khittah 1926 yang mengatur 

semua tindak tanduk NU dalam berbagai aktivitas, sosial, politik, 

agama,ekonomi dan budaya. Dan itu sifatnya mengikat. 

Adapun stuktur adalah seperangkat hubungan sosial yang terorganisir, 

yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat  atau kelompok di 

dalamnya.21 NU sebagai organisasi keagamaaan terbesar di Indonesia 

khususnya di Sumenep mempunyai stuktur kepengurusan yang lengkap dari 

cabang sampai ranting. 

Sementara anomie adalah adanya keterputusan hubungan antara 

norma kultural dan tujuan dengan kapasitas yang terstuktur secara sosial dari 

anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural.22 NU 

mempunyai khittah 1926 sebagai nilai “kultur” yang menjadi landasan 

gerakannnya. Dalam ranah politik, NU harus bersikap pasif, tidak boleh aktif 

dalam politik  praktis karena NU bukan bagian dari partai maupun organisasi 

politik seperti yang telah disinggung di atas. Akan tetapi kemudian nilai-nilai 

                                                 
20 George Ritzer- Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern,  terjemahan, (Jakarta: 

Kencana, 2004), hlm. 142. 
21 Ibid, hlm. 142. 
22 Ibid, hlm. 142. 
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khittah 1926 tidak menjadi penting dalam prakteknya di lapangan bahkan 

dikesampingkan setidaknya melihat fakta-fakta yang disajikan pada latar 

belakang skripsi ini. Dimana NU begitu  dekat bahkan terlibat aktif dalam 

kisaran politik praktis. Ini kemudian yang disebut anomie dalam konsepnya 

Merton.  

Seperti yang telah disinggung di atas ketika kita akan meneliti 

masalah NU tidak bisa dilepaskan dari kharisma yang melekat pada elite-

elitenya yaitu kiai. Kiai mempunyai otoritas yang kuat dalam pelbagai sendi 

kehidupan masyararakat agamis di Madura khususnya di kabupaten Sumenep.  

Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kharisma yang melekat pada dirinya.  

Berbicara tentang pengertian kharisma sangatlah penting terutama erat 

kaitannya dengan pendekatan sosiologi agama. Konsep Max Weber tentang 

kharisma dipungutnya dari bahasa Yunani, diterjemahkan dalam beberapa 

tulisan Kristen dengan "rahmat" (grance).23 Tetapi Weber menggunakannya 

dengan pengertian yang lebih luas dalam sosiologinya sebagai bagian dari 

klasifikasinya tentang tentang berbagai tipe otoritas. Dalam kasus yang 

bertipe kharismatik, kepatuhan diberikan kepada pemimpin (kiai) yang diakui 

karena sifat-sifat keteladanan pribadi yang dimilikinya.  

Kharisma, di batasi oleh Max weber sebagai suatu yang tertentu dalam 

kepribadian seseorang dan menjadikan dibedakan dari orang biasa dan 

diperlakukan sebagai seeorang yang dianugrahi dengan kekuasaan atau mutu 

yang bersifat adiduniawi, luar biasa atau sekurang-kurangnya merupakan 

                                                 
23 Betty R. Scharf, Kajian Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 208. 
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pengecualian dalam hal-hal tertentu. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga 

tidak terjangkau oleh orang biasa, tetapi diangap sebagai teladan atas dasar itu 

individu diperlakukan sebagai pemimpin yang kharismatik. Ia juga 

menyatakan bahwa pemimpin kharismatik sebagai pemimpin yang dihormati 

dan dipatuhi karena memiliki sifat-sifat personal yang luar biasa. Otoritas 

yang dimiliki oleh pemimpin ini tergantung pada kepercayaan dari 

pengikutnya tersebut.24 

Dalam melihat hubungannya dengan kepemimpinan dan juga 

kekuasaan maka authority dapat dijadikan sebagai pisau analisis. Max Weber 

membagi otoritas dalam tiga jenis; pertama, Rasional-Legal Aouthority. 

Konsep tersebut adalah bentuk hirarki wewenang yang berkembang dalam 

kehidupan masyarakat modern, hal ini terdapat dalam organisasi-organisasi 

modern yang berdasarkan pada konstitusi secara resmi. 

Adanya kekuasaan dan kekuatan yang berpangku pada satu individu 

mengisyaratkan sebuah otoritas penuh terhadap segala hal, terutama 

menyangkut perintah struktural. Dalam kasus ini terlihat misalnya antara bos 

di suatu perusahaan dengan karyawannya. Dalam beberapa hal barangkali 

keduanya mempunyai perbedaan dan hak asasi manusia. Namun pada 

realitasnya acapkali bawahan cenderung introvert di depan tuan mereka. 

Alasannya tidak lain adalah segan, takut diturunkan gajinya, dan bahkan takut 

terhadap pemecatan yang berkonsekuensi sistemik pada hubungan yang lain 

(dalam hal ini keluarga).  

                                                 
24 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terjemahan, (Jakarta: PT. 

Gramedia, 1986), hlm. 229. 
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Kedua, Traditional Authority. Otoritas tradisional ialah mengacu pada 

wewenang seseorang dengan mengambil keabsahan atas tradisi yang 

dianggap suci dan sakral, dan ini terbagi dalam dua jenis: a. Gerontokrasi, 

yaitu jenis otoritas yang ada di tangan- tangan orang tua dalam suatu 

kelompok. b.  Patriarkalisme, yaitu jenis wewenang dimana kekuasaan di 

dasarkan atas otoritas warisan. c. Patrimonialisme, yaitu mengharuskan 

seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya atau dengan orang 

terdekatnya yang memiliki legalitas pribadi kepadanya. Ciri dan wewenang 

jenis ini adanya sistem norma yang dianggap keramat yang tidak dapat 

diganggu gugat. 

Secara garis besar konsep traditional authority tersebut mengacu pada 

pengaruh atau kekuatan pribadi-individu di dalam hubungan interaksi sosial 

mereka. Sejauh mana ia diakui oleh masyarakat di lingkungannya sejauh itu 

pula ia mempunyai kekuatan atau pengaruh.  

Biasanya konsep tersebut mengacu pada orang atau oknum yang 

terlebih dahulu mempunyai kuasa hasil keturunan. Misalnya anak raja, ketika 

sudah dewasa akan ditahbiskan menjadi seorang raja. Walaupun terdapat 

orang-orang paling pinter dan segalanya diluar lingkaran kerajaan. Disinilah 

sistem patriarkhi mengacu dan menyebarkan pengaruhnya.  

Pada beberapa daerah konsep tersebut jarang dijumpai. Biasanya 

konsep yang demikian dapat ditemui di beberapa wilayah yang 

masyarakatnya masih menganut sistem patriarkal.  
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Ketiga, Charismatic Authority. yaitu wewenang karena kualitas yang 

luar biasa yang dimilikinya, penguasaan atas orang-orang secara predominan 

internal, dimana si tertakluk menjadi tunduk dan patuh karena kepercayaan 

pada kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh orang tersebut. 

Konsep yang ketiga tersebut cenderung logis dan mudah diterima di 

tengah-tengah masyarakat modern seperti saat ini. Ia mengandalkan 

kemampuan individu dalam merebut pengaruh terhadap orang lain.  

Dalam konteks pemenangan pemilu, konsep charismatic authority 

dapat dijadikan ukuran seseorang seberapa besar berpengaruh di dalam 

hubungan interaksi sosialnya. Adanya masyarakat yang berpikir logis secara 

tidak langsung juga akan memilih sesuatu yang dianggapnya logis atau masuk 

akal.  

Secara definitif kharismatik bisa tampil sebagai tipe murni yang hanya 

bersifat sementara, selama kurun waktu tertentu ketika pemimpin itu tampil 

dan mengumpulkan pengikut-pengikut setianya. Namun bila kelompok itu 

terus menerus, menurut Weber, akan muncul kepercayaan dikalangan para 

anggotanya terhadap adanya kharisma warisan atau kharisma jabatan. 

Sementara Kontuwijoyo melihat hubungan masyarakat Madura 

dengan kiai dalam konteks ekologis masyarakat Madura. Menurutnya 

kebanyakan desa di Madura mempunyai pola desa tersebar  (scattred village), 

dimana perumahan penduduk terpencar dalam kelompok-kelompok kecil lima 

atau enam keluaraga yang dikelilingi oleh tegal. Kondisi demikian tentu 
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menambah sulitnya masyarakat desa untuk menjadi satuan teritorial dan 

sosial.25  

Dalam konteks sosial seperti inilah, agama  dan kiai di Madura  

menjadi “organizing principle”. Agama (NU pen) memberikan “collective 

sentiment”  melalui upacara-upacara ibadah dan ritual serta sistem simbol 

yang satu. Seperti dalam pelaksanaan sholat jumat,  dalam ketentuan syariah 

tidaklah sah sembahyang Jumat bila tidak dihadiri  40 orang jamaah. Nilai 

keagamaan ini tentunya memaksa orang  Madura untuk membangun masjid 

desa. Keharusan agamalah yang membuat orang Madura menjadi sebuah 

masyarakat  dengan membentuk orgainisasi sosial yang didasarkan pada 

agama dan otoritas kiai.26 

NU sebagai organisasi keagamaan terbesar  di kabupaten Sumenep  

selalu akan bersinggungan dengan kekuasaan karena faktor-faktor seperti 

yang telah disinggung di atas. Dan kekuasaan yang terbangun berdasarkan 

otoritas keagamaan selalu melibatkan  keterkaitan atau ruang yang bersifat 

sakral dan yang profan.27 

Eksistensi kekuasaan bagaimana diperoleh,  diakui, dipelihara, dan 

dipertahankan sangat terkait pula dengan cara bagaimana kekusaan tersebut 

digelar atau dioprasikan oleh individu atau  kelompok di dalam masyarakat. 

Dalam pendekatan Gramsci  meliputi dua cara. Pertama, dengan praktek 

dominasi atau penindasan. Kedua, dengan praktek hegemoni. 

                                                 
25 Kutowijo, Memahami Madura; Sebuah Pendekatan Sosial Historis, Ekologi, dan 

Kependudukan, dimuat dalam Radikalisasi Petani, (Yogyakarta: Bentang, 1994), hlm. 87 
26 Seperti yang dikutip oleh Abdur Rozaki dalam Menabur Kharisma Menuai Kharima 

Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), 
27 Ibid.  hlm: 21. 
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Dalam praktek yang pertama, suatu individu atau kelompok sosial di 

dalam masyarakat yang dapat menguasai atau memiliki akses terhadap 

instumentasi kekerasan, maka ia akan dengan mudah memperoleh kekuasaan 

sosial. Sedangkan dalam praktek hegemoni, kekuasaan diperoleh dan 

dioprasikan melalui kepemimpinan moral dan intelektual.  Kiai sebagai elit 

dari NU  dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam dalam hal ilmu-

ilmu keagamaan, dapat membentuk pemaknaan tertentu tentang kategori 

moral dan immoral dalam masyarakat, terutama menyangkut wilayah 

keberagamaan.  

Kepandaian dalam ilmu pengetahuan agama yang dimiliki kiai, 

melalui praktek pengajaran pendidikan dan dakwah keagamaan dapat 

membentuk struktur kognitif dan afektif individu dan kelompok-kelompok 

sosial dengan orientasi dan visi keberagamaan yang dikonsruksi oleh sang 

kiai.  Dalam hal ini kekuasaan diperoleh dengan jalan “konsensus” bukan 

melalui praktek kekerasan. Konsesus  mengenai moralitas sosial dengan 

mudah dibangun di dalam masyarakat, karena pengetahuan tentang moralitas 

keberagamaan masyarakat dikonstruksikan oleh sang kiai sebagai elite agama 

(NU), sebagai pemimpin moral masyarakat.  Dan kekuasaan yang dimiliki 

kiai dalam wilayah keberagamaan akan berimpas terhadap wilayah sosial, 

politik, ekonomi dan budaya. 

Dalam kacamata konflik, konsensus dapat menjadi alat utama 

meredam kepentingan antara dua kelompok bertikai. Ia dapat memberikan 

kontribusi positif bagi integrasi dan perubahan dalam struktur masyarakat.  
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Sebagaimana dikatakan oleh George Ritzer (2004) bahwa Ralf 

Dahrendorf (1956, 1968) sebagai pencetus toeri konflik dan konsensus 

memberikan pemahaman bahwa tatanan apapun yang ada di tengah-tengah 

struktrur masyarakat tumbuh dan berkembang dari beberapa tekanan yang 

sengaja dilancarkan oleh beberapa orang atau oknum yang memiliki kuasa. 

Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa ada 

konflik dan konsensus, yang merupakan prasyarat bagi masing-masing. 

Adanya konflik terjadi karena adanya konsensus yang dibangun sebelumnya. 

Begitupula sebaliknya.28  

Kalau Dahrendorf berpandangan bahwa realitas sosial selalu tidak 

lepas dari konflik dan cenderung perpandangan bahwa otoritas mempunyai 

peran dalam pembuatan konflik. Secara tidak langsung pandanan Dahrendorf 

cenderung negatif dalam mengartikulasikan konsensus sebagai jalan utama 

menuju konflik. Hal tersebut dibantah dengan teori konflik yang dirumuskan 

oleh Lewis A. Coser (1968) bahwa adanya konflik dalam interaksi sosial 

tidak akan lepas dari katup penyelemat (safety valve). Coser berpendapat 

bahwa konflik justru memiliki “fungsionalitas” positif dalam masyarakat. Hal 

ini dia curahkan dalam bukunya yang berjudul: “The Functions of Social 

Conflict.”  

Teori ini menekankan proses-proses sosial yang didasarkan pada 
konsensus nilai dan memandang masyarakat dari sisi solidaritas, 
integrasi, dan keseimbangan. Namun, para Sosiolog menganggap 
teori ini sebagai salah satu teori yang menutup mata terhadap konflik 
yang selalu melekat dalam setiap masyarakat. Dalam hal ini, teori 

                                                 
28 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik 

Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009, 
hlm.282 



22 
 

fungsional struktural tidak melihat realitas bahwa masyarakat 
sesungguhnya dipenuhi oleh berbagai ketegangan dan selalu 
berpotensi untuk melakukan konflik. Teori fungsional cenderung 
melihat masyarakat berada dalam suatu posisi yang aman, damai, 
tentram, bersatu tanpa adanya konflik di antara mereka.29 

 
Dalam masyarakat kultural adanya konflik tentunya dapat teratasi 

dengan pengaruh kuat (otoritas) seseorang yang mempunyai pengaruh. Dapat 

disimpulkan sementara bahwa kharisma dapat menjadi semacam konsensus 

positif apabila ia dilaksanakan dengan sebaik-baik cara. Sehingga masyarakat 

yang mengikuti atau orang awam dapat memahami sejauh mana 

keberlangsungan pengaruh dari seseorang ataupun oknum.  

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara yang teratur serta sistematis untu 

melaksanakan sesuatu. Terutama dalam sebuah karya ilmiah, agar lebih 

terarah dan rasional  diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek 

penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu 

dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapat hasil 

yang optimal dengan data-data yang akurat.30    

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini  merupakan Penelitian Kualitatif diskriptif, yang 

memfokuskan diri pada perhatian dengan berbagai metode, yang 

mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek 

kajiannya. Yang berarti bahwa para peneliti kualitatif harus mempelajari 

                                                 
29 Blasius Baene, “Telaah Tentang Fungsionalitas Konflik Dalam Masyarakat Menurut Lewis 

A. Coser”, http://sapereaudenias.blogspot.com/2008/08/telaah-tentang-fungsionalitas-konflik.html. 
Minggu, 17 Agustus 2008 

30 Syaefuddin Anwar, Metode Penelitian,  (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1999), hlm. 91.   
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benda-benda di dalam konteks alaminya, berupaya untuk memahami, atau 

menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia 

(peneliti) kepadanya.31 

Penelitian ini merupakan penelian lapangan (field research) tentang 

studi kasus Pemilukada secara langsung di kabupaten Sumenep tahun 2010 

yang melibatkan NU secara langsung maupun tidak dalam prosesnya. 

Dengan pendekatan sosiologi politik dan sosiologi agama sekaligus. 

2. Metode Pengambilan Data 

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan judul penelitian 

ini, penulis menggunakan tiga teknik, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

• Observasi  

Observasi adalah teknik paling awal dan paling dasar dalam 

berbagai  penelitian.   Mortis (1973) memberikan definisi tentang 

observasi sebagai “aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan 

instrumen-instumen dan merekamnya demi tujuan-tujuan ilmiah atau 

tujuan lain”.32 

• Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab dengan berhadapan muka untuk 

mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang 

                                                 
31 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 

terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1-2.  
32 Ibid,  hlm. 523-523. 
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responden.33Wawancara dalam penelitian kualitatif  menurut Denzin & 

Lincoln (2009) adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (The 

Art of Asking and Listening). Selain itu juga wawancara merupakan 

cara yang sangat mengena dalam penelitian lapangan karena peneliti 

memeroleh informasi langsung dari sumbernya.34Jenis wawncara yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas 

terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan tidak terlalu terikat kepada 

pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, melainkan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat wawancara 

tengah berlangsung. Pewawancara membawa pedoman  yang hanya 

merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.35 

Sedangkan penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan 

secara acak. Akan tetapi penyusun mempunyai kriteria sebagai sesuatu 

yang betul-betul memahami peran NU dalam kaitannya dengan 

perpolitikan di kabupaten Sumenep. Yakni, pengurus NU mulai dari 

tingkat cabang sampai dengan ranting, pengurus pesantren, pejabat 

pemerintah setempat dan masyarakat. 

• Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pendukung untuk melengkapi 

metode-metode sebelumnya. Dokumentasi hanya sebagai media 

penguat bagi metode-metode sebelumnya. Yaitu untuk mencari data 
                                                 

33 Koentjaraningrat,  Metode-Metode Riset dalam Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985),  
hlm. 129. 

34 Herman Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedi, 1992), hlm. 70.   
35 Sukarmi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipt, 1998), 

hlm. 146. 
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atau variable-variable berupa catatan beruppa catatan, buku-buku, surat 

kabar, majalah dan lain sebagainya.36   

3. Analisis Data 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan sebuah 

pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif,  proses analisis data 

meliputi tiga tahapan, reduksi data,  penyajian data, dan pengambilan 

kesimpulan/verifikasi data. 

Tahap pertama adalah reduksi data, berarti bahwa kesemestaan 

potensi yang dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme 

antisapatoris. Hal ini dilakukan ketika peneliti menentukan kerangka kerja 

konseptual, pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang 

digunakan.  

Kedua, penyajian data merupakan konstruk informasi padat 

terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan 

aksi. Hal ini meliputi ringkasan terstruktur, sinopsis, diskripsi singkat,dan 

diagram-diagram. 

Tahap pengambilan  kesimpulan/verifikasi data merupakan tahapan 

ketiga yang meliputi interpretasi dan penetapan makna dari data yang 

tersaji.37 Ketika data informasi telah dirangkum, dikelompokkan, diseleksi, 

dan saling dihubungkan, baru kemudian dilakukan proses tranformasi data. 

                                                 
36 Ibid,  hlm.  236. 
37 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 

terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 592. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang 

penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahsan sebagai berikut:  

BAB I: Merupakan pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka 

Teoritik Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II: Berisi tentang gambaran umum Kabupaten Sumenep. Di 

dalamnya dijelaskan tentang kondisi geografis, demografis Kabupaten 

Sumenep, sejarah perjuangan rakyat Sumenep, kondisi sosial keagamaan, dan 

struktur kepemimpinan masyarakat Kabupaten Sumenep.  

BAB III: Berisi tentang Identitas dan dinamika politik NU dalam 

panggung politik nasional. Di dalamnya dijelaskan mengenai sejarah 

kelahiran, paham keagamaan, bentuk sistem keorganisasian NU, dan akar 

historitas keterlibatan NU dalam politik.  

BAB IV: Berisi tentang NU  dan Pemilukada Kabupaten Sumenep 

tahun 2010.  

BAB V: Merupakan bab penutup. Dalam bab penutup ini akan 

dikemukakan tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada bagian 

akhir skripsi juga akan ditampilkan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

daftar riwayat hidup. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Dari berbagai analisa atas penelitian tentang Elite NU Dalam 

Dinamika Politik Lokal (Studi pada Pemilukada Kabupaten Sumenep 2010) 

ini memberikan sebuah jawaban kongkrit keterlibatan warga NU secara 

umum pada pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Sumenep pada 2010 

lalu.  

Tidak hanya elite pengurus NU yang berlaga dalam kontes pemilu di 

Kabupaten Sumenep, banyaknya masyarakat Sumenep yang rata-rata 

merupakan warga NU atau masyarakat yang berpaham NU secara tidak 

langsung memberikan gambaran umum bahwa kiprah politik NU tidak 

mengacu pada ketentuan dan penetapan kebijakan politik secara struktural, 

akan tetapi lebih pada ranah kultural. Misalnya banyaknya kiai yang nota 

bene merupakan pengurus NU atau berpaham ahlussunnah waljama’ah 

masih sangat kuat mengakar pada realitas politik masyarakat Sumenep, baik 

secara langsung ataupun tidak secara langsung terlibat dalam politik praktis.  

PCNU Kabupaten Sumenep dan beberapa pengurus di daerah atau 

kecamatan walaupun secara struktural tidak terlibat namun banyak 

ditemukan mereka aktif di berbagai partai dengan bendera politik yang 

berbeda.  

Salah satu hal yang menarik dalam penelitian ini didapatkan bahwa 

selain hal tersebut diatas, kiprah para kiai atau tokoh masyarakat yang 
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berpaham ahlussunnah waljama’ah walaupun mereka terjun dalam politik 

praktis tidak menjadikan mereka lupa akan halaman sendiri. Tali 

silaturrahim yang telah lama diajarkan dan menjadi budaya di golongan NU 

masih melekat diantara para pesaing. Adanya keterikatan secara emosional 

tersebut menjadikan warga masyarakat di Kabupaten Sumenep tidak 

mempunyai konflik horizontal pada saat Pemilukada berlangsung dan dua 

kali putaran berlangsung dengan aman.  

NU sebagai entitas organisasi sosial keagamaan secara struktural 

mengacu pada khittah NU 1926 tidak melibatkan diri pada proses pemilihan 

umum. Begitupula di di Kabupaten Sumenep. NU secara institusional tidak 

menentukan sikap berkubu pada golongan, partai, orang tertentu. Namun 

begitu banyaknya warga NU di Kabupaten Sumenep secara tidak langsung 

memberikan gambaran bahwa NU secara kultural telah melakat pada praktik 

politik di segala lini dan partai.  

Dari rangkaian tersebut dapat disimpulkan bahwa peta politik yang 

dibangun oleh kalangan warga nahdliyin di kabupaten Sumenep, terutama 

pada pelaksanaan Pemilukada 2010 kemarin ialah kesadaran masyarakat 

akan politik (lokal) semakin tinggi dengan terpilihnnya KH. Abuya Busro 

Karim sebagai bupati menggantikan bupati terdahulu KH. Ramdlan Siradj. 

Karena seperti yang dikemukaan pada pembahasan sebelumnya bahwa 

pertarungan politik tingkat elite di Kabupaten Sumenep rata-rata diisi oleh 

kalangan warga nahdlyin. Namun demikian terpilihnya KH. Abuya Busro 

Karim oleh pemilih di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dilihat dari 



125 
 

kharisma seorang kiai atau bagian dari kalangan kiai, terdapat kemampuan 

leadership yang dimiliki sehingga masyarakat mengetahui sukses beliau 

dalam memimpin pemerintahan daerah melalui kebijakan DPRD yang 

dipandang pro-rakyat. Seperti diketahui publik Sumenep bahwa beliau 

pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Sumenep yang cukup 

mengakomodir kepentingan rakyat.   

Selain temuan tersebut ditemukan pula adanya pengaruh 

ketokohan/kebapaan (patrilineal) dalam menentukan sikap dan tindakan 

bermasyarakat di Kabupaten Sumenep. Sebagaimana disebutkan di BAB IV 

bahwa pengaruh tersebut cerminan dari rata-rata masyarakat nahdliyin dan 

kiai atau tokoh masyarakat NU setempat. Bahwa pemilihan kepala daerah 

(terutama dilakukan dilakukan masyarakat desa) masih menunggu sinyal 

baik dari para sesepuh atau kiai bukanlah hal yang baru lagi dalam 

percaturan politik di Kabupaten Sumenep.  

Temuan lain dalam praktik pemilukada di Kabupaten Sumenep ialah 

masyarakat Sumenep pada umumnya selain pengaruh modal sosial, modal 

ekonomi juga tidak bisa lepas terutama pada saat kampanye politik 

berlangsung. Saya tidak mengatakan bahwa ditemukan praktik politik uang 

(money politics) di Kabupaten Sumenep. Akan tetapi dari penuturan Panjdi 

Taufik (ketua PC NU Kab. Sumenep) mengenai tongket settong saeket dapat 

ditarik benang merah bahwa masyarakat yang sudah muak dengan janji-janji 

politik seorang calon dari masa ke masa saat pemilu membutuhkan kerja 

riil. 



126 
 

Istilah tongket settong saeket bermakna tongkat yang diikat menjadi 

satu. Istilah tersebut merupakan istilah lokal bagi keberlangsungan 

perpolitikan baik dari tingkat bawah (desa) hingga atas (kabupaten dan 

nasional). Tongket settong saeket mempunyai makna sosiologis sebagai 

hubungan emosional suatu struktur masyarakat selain dapat dibangun oleh 

pencitraan sosial yang baik, dapat pula dan sudah menjadi rahasia umum 

acap dibarengi dengan ‘ongkos’ politik yang diberikan ‘secara cuma-cuma’ 

kepada para pemilih atau pemilih yang mempunyai otoritas sosial tinggi di 

suatu desa.  

Jadi dalam membuat citra baik dalam struktur sosial masyarakat, tidak 

hanya dibutuhkan citra personal dari seorang calon dan atau kepala 

pemerintahan atau wakil rakyat akan tetapi faktor lain secara tidak langsung 

mengikuti. Pada interaksi sosial-politik dewasa ini, faktor social-capital saja 

tidak cukup tanpa juga dibarengi dengan faktor economical-capital dan 

political-capital.  

B. Saran-saran 

Guna lebih memberikan suatu kesan yang baik atas penelitian ini, 

maka saya secara garis besar memberikan pandangan umum atau saran 

konstruktif sebagai berikut:  

1. Bagi partai politik setempat hendaknya dapat lebih meningkatkan 

pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Sumenep. 

2. Bagi para tokoh politik di Kabupaten Sumenep hendaknya dapat 

melakukan kegiatan politiknya dengan sehat.  
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3. Bagi kiai hendaknya lebih meningkatkan perannya sebagai tokoh agama 

dalam masyarakat. 

4. Bagi masyarakat dalam memilih partai seharusnya memperhatikan visi 

dan misi para pasangan calon kepala daerah. 

5. Bagi pemerintah hendaknya memperbaiki kualitas penyelenggaraan 

pemilukada. 
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